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ABSTRAK

Pasca Perubaban Undang Undang Dasar Negara Republik [ndonesta Tabun 1945,
lah terjadi perubahan vang drastis terhadep kekuasaan Dewan Perwakilun
Rakyat, saleh sstunya kekuasaan dalam membentok undang-undang. Ketentuan
wntang Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakvat dalam membentuk undang-undang
terdapat dalam pasal 20 avat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesin Tahun 1945 Pasca Perubahan yvang berbunyi “Oewan  Perwakifan
Rolvar memicgang fekuasaan mesibentut undang-andang™, Bunyi ketentuan vang
terdapar dalam pasal 20 avat (1) tersebut memiliki konsekuensi yvuridis vang
mengikat terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk wndanp-
undang selanjutnya, Berkaitan dengan peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
membentuk undang-undang  maka, penulis merumueskan menjadi dua
permasalaban yauu, bagaimanakah Peranan Dewan Perwakilan Rakvm Dalam
melaksanakan  kekuasagnnys membentuk  Undanp-Undang Pasca  Perubahan
Undang  Undang  Dassr Wegara Republik  Indonesia Tabun 1943 sera
bagaimanakzh Hubungan Dewan Perwakilan Rakyal dengan Presiden dalam
pembentpkan Undang-Lindang Pasca Perubahan Undang Undang Dasar Negara
Fepublik Indonesta Tahun 1943, Dalam menjawab permasalahan itw penulis
metakukan penahtian hukum normatf dengan menggunakan studl kepustakaan,
pung  memperoleh  dats skunder  melalul  dokumen,  vaitu  dengan cama
mengumputkan, mempelajan dan menganalisa peraturan perundang-undangan
vang berhubungan dengan permasalaban vang akan dibahas sehingga dapat
diambil kessmpulan. Dalam Undang Undang Dasar Megara Republik Tndonesia
Tahun 1945 pasca perubashan peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
membentuk undang-undang  semakin  terlihat  dibandingkan  sebelumnya,
sedangkan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyar dengan Presiden dalam
pembentukan undang-undang sudah “sederajat™



HARI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan banpsa yang plural. Karena ity banyak hal yang
dapat diperoleh oleh bangsa Indonesia dengan kepluralannya terscbut, misalnya
setiap suku dan agama mengajarkan kepada masvarakat dan umat dari subu dan
agama fersebut unwk saling bekera sama antar sesama, secara tdak langsung
gjaran demikian dapat memberikan kontribusi yang bak untuk kemajuan bangsa

ini,

Sebagal bangsa yang plural, Indonesia juga memiliki persoalan-persoalan
¥ang sama dengan negara vang lain. Bapaimanapun pluralisme vang menjadi
realitas spsial bangsa Indonesia banya mungkin dikelola bila ada aturan main vang
disepakati bersama. Pluralisme melahirkan konflik-konflik kepentingan yang
samgat luss seda sulit untuk ditekan, tetapi sangat mungkin untuk dikelola, oleh
kerena itu, pengelolaan  konflik menjadi suaty  kehamusan, Dalam rangka
pengelolaan konflik tersebut dibutuhkan institusi-institusi demakratis sepert]
s:slem pemiliban umum, lembaga legislatf, struktur vudikatif dan lain-lain, dalam

art: dengan apa kepentingan ita lebih mampu terakomodasi dengan wajar,'

Pada zaman sekarang ini, peraturan perundang-undangan adalah salah satu

=2l untuk menyelesaikan konilik, schinpea konflik tersebut dapat diselesaikan

Mepgawali dan Ali Murtopo, Porlemen Hikameral Dolam Siiem Kelatanegaraan
meonesia, AR Press, Yopvakara, 2006, halaman 16



tanpa mwenimbulkan  kontlik baru. Sebagai produk politik, maka  persturan
perundang-undangan  tersebut dapat saja bernuansa politis, karena dibual oleh

lembapa politik,

Untuk mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan
dapat berlaku secara efektil didalam roasyorekst, maka dibutuhkan proses
pembentukan peraluran perundang-undangan yang baik dan bisa menampung
aspirasi dari masvarakat, oleh karena ity lembaga vang berwenang dalam

membentuk peraturan perundang-undangan tersebut harus bisa menyikapi hal i,

Dewan Perwakilan Rakyal (DPR) sebagai lembaga pembentuk undang-
undang, sevogianya mampu mengakomodasi kepentingan daerah secara efektil
dan adil dalam rangka pembuatan keputusan politik (undang-undang) vang
bersifat nasional serta memberdayakan potensi daerah. Tetapi hal wersebut tidak
dilakukun oleh Dewan Perwakilan Rakvat secara maksimal, Namun demikian
masih patul kiranya, kita sebapai bangsa menaruh ekspektasi terhadap kinerja
vang sedang dan akan dilakukan oleh wakil-wakil kita disenayan tersebut, apar
aspirasi yang disalurkan oleh masyarakat bisa ditidaklanjuti dengan scksama.

s.arena hal o merupakan salab satu wjuan dibentuknya lembaga tersebut

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 19453

Pasca Perubaban jelas terpambar bahwa dalam rangka fungsi Legislasi dan
sengawasan, lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 20 Avat
L1 Undang Usndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan

Dewan Perwakilan Rakyar memegang kekuasaan membentuk wndang-undang™

sendingkan dengan ketentuan Pasal 5 avat (1) yang berbunyi “Presides herhiak

I



MENgaiikan rancangan wndeng-undang kepada Dewan Perwakilan  Rakpar',
Fasal 5 ayat (1) ini scbelum perubahan pertama pada tahun 1999 berbunyi *
Presiden memegang kexuasaan membentuk wndang-undang dengan persetufuan

Pewan Perwakilan Rakyar”.

Meskipun dalam Undang Undang Dasar Nepara Republik Indonesia
Tahun 1945 tidak secara tepas memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk
membentuk undang-undang, namun dalam prakicknya Presiden ikut membentuk
undang-undang tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyal, baik itu dalam hal
usul inisiatit’ rancangan undang-undang, persetujuan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat terhadap rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-

undang, serta tahapan lain dalam proses pembentukan undang-undang,

Mamun demikian, pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang Pasca
Perubahim pertama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
943, berubah drastis sehingga mengalibkan sepenuhnya pelaku kekuasaan
iegislatil mau kekuasaan pembentukan undang-undang itu dari tangan Presiden
setangan Dewan Perwakilan Rakyal, Disamping i, menurut ketentuan pasal 21
“ndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943, setiap anggota
Jewan Perwakilan Rakyat berhak pula mengajukan usul rancangan undang-

cndang vang syaral-syarat dan tata caranya diatur dengan tata tertib®

Tralam tata tertib tersebut DPR teleh membentuk suatn badan kelengkapan vang
~~amazhan badan legistasi. dimena berdasarkan pesal 42 aval (2) dolam tata el teesebut badun
seiasl datum menjolankan tugnseye,  dapat ;o mengodokan rapat dengan pimpinan fraksi,

—isn alar hefengkapin DPD yang menangani bidang legislasi dan rapet dengar pendapat winum
= zan masvarzkal; banengadakin koordinasi dan konsoltasi dengan pihak pemeriniah, DED,
WA arae pihak lain yang dianggap perle mengenai hal yang menvenghkut ruang lingkup

nva melalui pimpinan OPR: canemberikan rekomendasi kepada badan musyowarsh dandaty

o+ vang terkeit berdasarkan hasil pemintauan terhadap materi undang-undang; d. mengadakan
semi rupat dengar pendapil, dan rapat dengar pendapat wmum; e mengadakan kunjungan
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BAB IV

FENUTLP

A, Kesimpulan
-Durt uraian distas maka dapat disimpulkan:

|, Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara

Bepublik Indonesia Tuhun 1945 pasca perubahan vang berbunyi “Dewan
Perwakilan Rakyar memegang kekuasaan membentuk Lrdlang-undang ",
maka peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk undang-
undlang secara yuridis semakin terlihat atau dengan kata lain Dewan
Perwakilan Rakyat memiliki peranan yang penting dalam membentuk
undang-undang.  Sebelum  perubyhan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan membentuk undang-undang
berada pada eksekutif dalam hal ini adalah Presiden, ketentuan tentang
kekuasaan pembentuk undang-undang  dalam Undang Undang Dasar
Megara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan ierscbut
terdapat dalam pasal 5 ayat {1) vang berbunyi “Mresiden Memegang
keknasaan  membentek  wndang-tindane dengan  persetyinan hersama
Dewan Perwakilan Ratvar”. Denpan adanyys perubahan tersebut maka
telah terjadi pergeseran kekuasaan  pembentuk undang-undang  dari
Presiden kepada Dewan Perwakilan Ruakyat. Paling tidak ttik hera
rewajiban membentuk undang-undang beralih dari tangan Presiden kepada

Dewary Perwakilan  Rakyat, MNamun demikian, secara keseluruhan



r

pembentuk  undang-undang  Indonesia tetaplah  berada pada  Dewan

PPerwakilan Rakyat bersama Presiden,

Perapan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang

diatur secara sistematis terlibal dalam Undang-Undang Momor 10 Tahun

il

2004, vang dimulsi dari:

Perencanan penyusunan undang-undang, Peran Dewan Perwakilan
Rakyat dalam perencanaan penyusunan vndang-undang  berada
pada alat kelenghapan Dewan Perwakilan Fakyat vang diberikan
kewenangan  untuh menyusun  undang-undang  tersebut, alat
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakvat vang berwenang dalam

menyusun undang-undang adalah badan legislasi.

Persiapan  pembentukan  undang-undang,  Dalam persiapan
pembentukan undang-undang, peran Dewan Perwakilan Rakyul
adalah denpgan mengpunakan wewenang vang diamanahkan alch
undang-undang vaitu dengan mengusulkan rancangan  unidang-

undang,

Pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilun
Rakyat, berdasarkan Undang Undang Dasar Nepara fepublik
Indonesia Tahun 1943 Dewan  Perwakilan Hakyat Dberperan
melakukan  pembahasan  rancangan  undang-undang  bersama
Presiden (menteri yang ditugasi oleh presiden). Peran Dewan
Perwakilan Rakvar terscbut terdapat dalam pasal 20 aval (2]

Undang Undang Dasar MNegara Republik Indonesiy Tahun 19435
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yang berbunyl “weriap rancengan wndong-undang didahas oleh
Dewan Perwakilan  Rakvat dan Presiden wntuk mendapekan

persetuiuan bersama’”

d. Pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang,
Dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang menjudi Undang-
Undang secara eksplisit Dewan Perwakilan Rakvat memang: tidak
berperan didalamnya, Karena vang berwenang  dalam melakukan
pengesahan menurt Undang Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah Presiden seperti vang terdapat dalam
pasal 20 ayat (4) yang berbunyi " Presiden mengesakikan
rancargan wndang-undang vang telab disutuini bersama wntuk
meniadi undang-indarg " Namun pengesahan tersebut tidak akan
terjauli apabila Rancangan Undang-Undang tersebut tidak disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Ada ketidaksamaan ketentuan antara salah satu pasal dari Undang Undang
Dasar Mepgara Republik Indonesia Tahun 1943, dengan keputusan vang
berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang luinnva di Dewan
Perwakilan Rakyat. Ketentuan yvang tidak sama tersebut terdapat antarg
fain pada pasal 20 avat (2) Undang Unidang  Dasar Negara Republik
Indonesia Tuhun 1945 dengan pasal 130 avat (1) wanp terdapat dalam
keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Republik Indonesia  Nomor:

U8/DPR RI2005-2006 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
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